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BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya

C,

pertumbuhan Tokcl Swalayan dengan permodalan
vang relatif cr,rkup besar menyebabkan semakin
terdesaknya aktifitas pasar rakyat, toko eceran
tradisional yang diusahakan oleh UMKM dan
Koperasi;

bahrva untuk menciptakan keseimbangan
pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan
clengan pasar rakyat, toko eceran tradisional yang
diusahakan oleh UMKM, dan koperasi perlu
dilakukan penataan, terhadap pendirian Toko
Swalayan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurr-rf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan
Toko Swalayan Di Kabupaten Tabanan;

Pasal 18 aryat (6) Undang-Undang Dasar Negara
lRepr.rblik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Berrat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Repurblik Tahun 1958 Nomor I22, Tambahan
Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Urrclang-Undar-rg Nomor 5 Tahun 1999 tentang
l.arilngan Prakrcl< Mor-rOpoii dan Pe|salngan Usaha
Ticiak sehaL (Lerllbaran Negara Repr-iblik Tahun 1999

Nomor 33, l'arnbathern Lemberran Negara Republik
Inr.lont:sia Nomrlr 3817) ,

Mengingat

3.



Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecij, dan Menengah (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2O0B Nomor 93'
'lambahzrn Lembaran Negara Re publik Indonesia

Nomor aB66);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(l.embaran ttl"g.o'" Rcllublik. indonesia Tahun 20lI

Nomor 82, Tambahart Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5234)',

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2OI4 tentang

Perdagangan (Lem-baran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 No-ot 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

lJndang - Undang Nomor 2.3 Tahun 2OI4 tentang

pemerintahan oa?rah (Lembaran Negara Repubiik

Itrdoncsier 'l'ahurn 2014 Nomor 244 ' Tambahan

Lembarat-t N.ga'o Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana i.f "f-t 
ii'-tt'ut"t beberapa kali terakhir

dengan Unaang-Undang. Nomor g Tahun 2015

tentang PerubJhan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintlh?" Daerah

(Lembaran N.;";; Republik.indonesia Tahun 2015

Nomor 58, fu-Uuh^tt Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679\;

Peraturatr Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang

Penataan cian Pembinaar-r Pasar Tradisional' Pusat

Pe rbelanjaan dan Toko Modern;

6.

(). peraturan Menteri pcrdagerngan Republik Indonesia

Nomor 68/M-DAC/pBn/l'o I zol'z tentang Waralaba

Untuk Jenis Usaha Toko Modern;

peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia

Nomor 7OlM DAC/pBnl tZlZO|S tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional' Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah

diubah clengan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik lndonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9 l2OI4
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perdagangan n.*p"Ufift indonesia Nomor 7O lM'
DAG/PER/ 12l2Oi3 tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaan pa.at TradisionaJ' Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern;

i0.

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nolo5 80 Tahun

20l5 tentang Pembentukan P"rocluk Hukum Daerah

(Berita ttt"gaia Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor

2036) I

T-

7.
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McncLatPkzlt't

1 2. l:)critt Ltratn Dae rah Kabupzlten 'labanan Nomor 1 1

'lathltn '201'2 LenLang Rencana Tata Ruang Wilayah

KabttpelLcll't'ot"nut-t (Lcmbaraln Daerah Kabupaten

Tttbrttran 'lah;; 
'012, 

]'ambahan Lerrbaran Daerah

Katbu paLcll'l'abanain Nornor 28) ;

Dcngaln PcrscLuljuan Bersama

PI'RWAI(ILAN RAKYA'I DADRAH KABUPATEN TABANAN

cian

13L]PATI TABANAN

M IiM LJ'I'LJSIiAN :

I)t:]IIA.I'LJ ItAN [)At.RAI-I 1'I]NTAN(} PIiNA'I'AAN TOKO

SWAI-AYAN DI IiAIsU PA'I'EN'I'ABANAN

BAB I

I(tr'I'trNTUAN UMUM
Parsal 1

l)arlam Pcrerlurrarn Darcretl-r ini 1'ar-rg dimaksud dengan :

1 . Ditcrirl-i rrditltlh Ii:11:lr-llltttctr Tabanarn'
). l)r,lnr,l-lntitlt Dircrzrh i,rclalah Pemerintah I(abupaten

'l'i'tbit:'ttlti.
:1. [:3Lrputi ttcletltr]l Butp:ttr'[-ttllitnaln.
-1. Dcr,r'i,rt-t l)ct'$':'-llcil:irl R:tl<t'z'tt Dnerah yan!l selanjutnya

clisingl<3t DPRD aclailzrh Dern,an Perr,r'akilan Rakyat

L)i,icritlr I(:r bu llal lcn Ttrbanan.
5. Btiditn l)cnalr;ttrian Mocl:rl datl Perijirlan Daerah yang

sclln.jirtt'ryir clrsi;igl<irt BPMPD :rdalah Badarr Penanaman
Mocltrl clirr-r Pcrtjinan I)acrah Kabupaten Tabanan'

6. I\cpilla.l3itclarn zrclarl:rh l(cpala Badan Penanaman Modal

clan I)crilittaitt Dilcrarh Iietbr-lpaten Tabanan'
7 . pt:r-ri-r raeitr nclerlah scgarla upaya yallg dilakukan oleh

pt:mct.inLalr c_li,rct-ilh urrtuk nlengatur dan menata

l<t:b<.r1rclir:tn clitn pcncitli,rn 'i'r>l<o Su,ala),ar-r di daerah agar

tidak ntcrltgikatl clatl mematikan pasar rakyat, toko

cccran Lraclisional, UMIiM clarn l<operasi yang ada'

8. Pcrlirrclrrngan erclalitl-r scgetla upaya pemerintah daerah

darlam mclinclungi parsi,rr rakyat, usaha kecil dan koperasi

cl3ri pcr.saripgarn yang ticlal< se hart dengan Toko Swalayan,
schingeit lctilp cksis dan mzlmpu berkembang menjadi
lcbih bi'ril<.

(). [Jserha IVl ikro, Kcc:il clern Menengah yang selanjutnya
clisirrgkat TJMKM adillah kegiatan ekonomi yang berskala

mikro, kecil cian menengah sebagaimana dimaksud
dillam r-rndang-undarng mengenai usaha mikro, kecil dan

mcncngath.
10. KcmrLraap aclalah kcrjasama daiam keterkaitan usaha,

baik lattgsl-ttrg maupLln tidak langsung, atas dasar

prinsip saling memcrlukan, mempercayai, memperkuat'
dan mcrrgurrLlrngkan anLara pelaku usaha mikro, kecii

cliin tnct-ttrng:th clerlgan usaha besar'



li.PasarRakyatadalahpasaryangdibangur-rdandikelola
oleh Pemerintah, Pem-erintah Daerah, Pemerintah Desa,

Swasta,BadanUsahaMilikNegara,BadanUsahaMilik
Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan

tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang

aimitixi/dikelola oieh pedagang kecil' menengah'

su,acia.va masvarakat atau koperasi dengan. usaha skala

kccil,modalkecilciandenganprosesjualbelibarang
dagangan melalui tawar menawar'

12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha
yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari
hanya satu Penjual.

13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan

mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran

yang berbenLr:k ninimarket, supermarket, department-stoie, 
hypermarlcet ataupur-r grosir yang berbentuk

pt'rl< u lal<a rr

I 11. W:irerlaba aclalal-r hak kirusr'ls \/al1s climiliki oleh orang
pcrseorangan ataLl bacian usaha terhadap sistem bisnis
,l.r",g"n ciri khas r-rsaha dalam rangka memasarkan
bsrang danlat.au jersa yang telah terbukti berhasil dan
clapat climanfaatl<an clan/atau digr-rnakan oleh pihak lain
berdasarka n per.j ar-rj ietn waralaba,

1 5. 'l'oko S'uvalal,ern berstatus r'varalaba adalah Toko
Svvala-\,an dcngan hal< I<huslls yeulg dimiliki oleh orang
perseor.tngan erlau badan usaha terhadap sistem bisnis
clengan ciri 1<h:rs r-tsaha dalam rangka memasarkan
barang danlatau jasa .vang telah terbukti berhasil dan
ciapat dimanfaatkal dan f ataw digr-rnakan oleh pihak lain
be rdasarkan perj anj iarl r'r'a ralaba.

I6. .Ianngan toko Swalayan adalah kegiatan usaha di bidang
Toko Swalayan melalui satu kesatuan manajemen dan
sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan
;^-;-^^
JCtrrltSarlll-vq.

17. Minimarkel adalah suatu Toko Swalayan yang menjual
se cara ece ran barang konsumsi terutama produk
ma}<anan dan produk rumah tangga lainnya dengan
ukltratr luas larttat pcnjr-ralan kurang clari 400 M2 (empat
l'irttts metcr pcrs<:gt).

lB, Minimarkr:t bcrjqarr'ing adalah minimarket yang dikelola
oleh Pengelola .Jaringan Minim;irket.

1(,). Superma rket ardalah suertr.r Toko Swalayan yallg menjual
eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan
rrroclui< rttmalr tangga lainnya dengan ukuran luas lantai
penjualan 400 M2 (empat ratus meter persegi) sampai
dengan 5.000 1142 (lima ribu meter persegi).

20. Deparlrnent Slore adariah suatu Toko Swalayan yang
me njuial sccraret cceran barang konsumsi utamanya
produrk sanclang clan perlengkapannya dengan penataan
barang berdasarkan jenis kelamin danlatau tingkat usia
l<onsumen dengarr nkuran h-ras lantai penjualan di atas
400 M2 (empat ratus meter persegi).

21 . Toko Eceran Tradisional adalah Perusahan yang
menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern'



22. Hypermarket adalah suatu Toko Swaiayan yang menjual

secal'a .t*- 
- 
J"''ut'g konsumsi terutama produk

tnal<zrnern dan produk rumah tangga lainnya dengan

Irkuran luras lanrai penjuar"" Jl ataJS.ooo M2 (lima ribu

meter Persegi)
23. Grosir/perX-uiakan adalah suatu Toko Swalayan yang

menyecliatta.rt Uu''ung konsu-"i' *ttt'lual'barang bukan

se cara eceran (secara grosir) dan. terdapat kegiatan

bongkar muat di dalam pusat grosir/Perkulakan' dengan

ukuran luas lantai penjuar"" ii atas 5.000 M2 (lima ribu

nrcter Persegi)' kan kegiatan
24. Outlet/g.'uf adalah tempat melaksana

usaha toko modertr'
25. .Jalan arteri adalah jalan Llmum yang berfungsi melayani

angkutan utama dengan ciri pttillttttn jarak jauh'

kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk

dibatasi secara berdaYa guna'
'26, Jalan rcnr.lto' aaaiar' jalan umum yTq bttfu"g:l

melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan clrl

perjalana^l;;"[ ";da.18' 
iiecepatan rata-rata sedang dan

1.,rntrft jalan masuk dibatasi'
,27. Jalan xotet to. primer adalah jalan yanq dikembangkan

utrtuk melayani clan menghu-bungkan kota-kota antar

pusat kegiatan u'ilayah clan pusat kegiatan lokal dan

atau kawasan-kawasan beisl<ala kecil dan atau

pelabuhar-r pellgr'lmpan regiorlal dan pelabuhan

PengumPan lclkal'
2g. Izin Usaha 'roko Swerrayan yang seranjutnya disingkat

IUTS uAr,iun Ui'. urntuik dapat- melaksanakan usaha

p",'tgetotuu,', fLto Swalayan yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah setemPat'

29. Sutrarl lzir:, Usaha Perdagangan Y^tg selanjutnya

disingi<zil SIUP acieil:rh 5"or lzin untuk dapat

rnclarksanakatrkegiirtar-rttsahaperdagangan.
30. 3"rri'"i;ra, pendaitarar' Waralaba yang selanjutnya

disingkats'I.Pwadalahbuktipendaftaranprospektus
penawaranu'araiababagipemberiwaralabadanlatau
pemberi waralaba taniuitan serta bukti pendaftaran

perjan.lian waralaba bagi penerima waralaba danlatau

pe nerima waralaba lunlttian' yang diberikan setelah

memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai peraturan

)/ang berlaku'

BAB II
MAiiSUD,'IUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjaga

keseimbanganpertr-rmbuhanTokoSwalayandenganpasar
rakyatdantokoecerantradisionaldalamrangka
rr-remberdal'akein pelakur usaha kecil dan koperasi'



Pasal 3

Tol<o Su'alayan bertr-rjuan untuk :

er, mcmberil<an perlinclungan l<epada UMKM dan koperast

serta Pasar rakvat;
ir. memberd"y;;; peiakur UMI(M dan koperasi serta pasar

rakyat pada umumnya' agar mampu berkembang'

bersatug, tanggurh, majt-t' mand"iri dan dapat meningkatkan

c. I.::',:,#:::'#;tilenata keberadaan dan pendirian roko

Sr,r'alavau agar tidak merugikan -dan 
mematikan pasar

ratkyat, UMi(M, kopera*i yit-tg t'elah. ugu memiliki nilai

htstcrrts sr-'rta clapat menjacli aset pariwisata;

cl'menjamlnterselenggaranvakemitraal-]antarapelakuusaha
pasar raky'at, UMlii4 dan koperasi .dengarr 

pelaku usaha

Toko S*aitya''' berdasarkan prinsip kesamaan dan

keadilan dalam men;alankan usaha di bidang

perdagangan; dan
e. rnewujudkan sinergi yang saling. memerlukan dan

memperkuat antara toko Swalayan dengan pasar t^ry11'

UMKM, t,rf.ruul agar dapat tumbuh berkembang lebih

cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola

distribusi lji"g tuniup, lancar' efisien dan berkelanjutan'

Pasal 4

PenirLa:rn Toko Swalavaln dilaksarnakan berdasarkan atas azas:

€r. l<emanuslaan;
b. keadilan;
c. l<esatnaan keclr:dukan;
d, kemitraan;
e. ketertibatl dan kepastian hr-rkum;

f. l<clcstarihi lingkr-rngan;
g kejr-r.juran usaltai; dat-t

h. pe rsaringiLt-t schat (fctin'tess)'

LOIGSI PENDIfitR }it*" swALAYAN
Pasal 5

(1) I.okasi penciirran l'oko Swalalyan harus memenuhi

i<etctrLLlaIt tllti1 rLlang I'eing berlzrklt'

Perrclirian Toko Swalavan (kecuali minimarket) harus

n-relengkapi clokr;men analisa sosial ekonomi masyarakat

sctcrn pilt rne I i 1:uti :

a. slruktr-tr penclr-rc1r-rl< menurut mata pencaharian dan

pendidikan;
b, iingkart pendapatan ekot-romi rumah tangga;

c. tingkat kepadatan darr pertumbuhan penduduk di
- 

l''t",u""i,]g-n',r,iing daerah sesuai dengan data sensus

Badan Pusat Statistik (PBS) tahun terakhir;

(2)



(3)

(4)

(s)

c1. rencalna kemitraan dengan UMKM;

; [ffi;::?: :";;-?];,3i.,t.,n.,, pasar rakvat sebagai

sarana bagi UMKM;
g i<etersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

h, ciampak positif dan negatif atas pendirian pusat

perbelanj.^'-t"iut iotto S"alayan terhadap pasar rakyat

,tau toko "tt'''-'' 
traclisional ylng telah ada sebelumnya;

i. li,l**t r-t* jawab sosial perusahaan (Corporate sosial

/?esponsi ltitttil 
"Vang- 

aluiohl<an untuk pendampingan

i-,1'lgi pe n geloll.ietn pasar rakryat'

Analisa konciisr sosial ekonomi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2 ) diiakukan oleh 6adan/iEmbaga independen

ylurg berkomPe[en'

[,o1<asi pe ndi'an minimarker berje.laring hanyl^9apat

rlilal<url<er,-, .ii t.fi jalnrr 1<olektor primer dan jalan arterl'

Per-rclirianSupermarket'DepartmentStore'Hypermarket'
danGrosir/Perkulakanhanyabolehberlokasipadasistem
jaritrgarl jalan artcri'

BAB IV

.JARAK DAN i,UAS LANTAI PENDIRIAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Minimarket

Pasai 6

Jaral< Pendirian minimarket :

a, minimarket dengan ukuran luas iantai penjualan t'uTp^i

clengan 2OO xai (dua ratus meter perseei) dan bukan

mir-rimarket berjejaring p^ritl! J"Ct' itltm"radius 500 M

(linra ra[us mtte'i clari pasar iakyat dan minimal 50 M (lima

ir.,t.,n meler) dari minimarket lainnya'

il.rtrirrimarketdenqarlt'.tkuranluaslant,aipenjualandiatas200
M2 (dua ralus '''ttt"t 

pcrsegi) dan semua Ti"i*i::t-l
ircr.je.lanng f,"f i"g clekat clJarn raclitis I 'OOOM (seribu meter)

clari pasar rakyat clan ml'-timat 25O M (dua ratus lima

puiluir rnete r) de'rri rlinirnarl<et lainnya'

c.pcnentllanjar:rl<penclirietnminimarketcliukurberdasarkan
titikterlttarilangi-tnancletrgu,-',i.i}.|erluarpasartradisonal
clzrtr mir-rimarket vang lerdekat'



Bagian Kedua

Supermarket, Department Store, I{ypermarket' dan

Grosir/ Perkulakan

Pasal 7

.Iarak pendirian supermarket, department store' hypermarket

dan grosir/perkulakan sebagai berikut:

a. jarak penclirian supermarket dan departmen store paling

clc-l<at dalam radir.-rs 2.000 M (clua ribu meter) ' dari pasar

rakyat dan l.ooo M (seribr-r meter) antar supermarket dan

departmen store lainnYa;
b.jar:ak pendirian hypermarket dan grosir/perkulakan paling

dekat dalam radius 2.500 M (dua ribu lima ratus meter) dari
pasar rakyat dan 1.000 M (seribu meter) dari supermarket,
department store, hypermarket dan grosir/ perkulakan
lainnya' dan

c. penentuan jarak pendirian supermarket, deparlment store,

i,1,1r.r,r.rl,-ket dan grosir/ perkulakan diukur berdasarkan titik
t crlunr bangurnan dcngan titik terluar pasar rakyat,
surlrermarket, departmcnL store, hypermarket dan
grosir/ perkulakan.

Pasal 8

Llr:rs lantai penjuaian Toko Swalayan meliputi :

a. Minirnarltet, kurang dari 40O M2 (empat ratus meter
persegi) ;

b. Strpennarket 400 M2 (empat ratus meter persegi) sampai
dengan 5,000 M2 (lima ribu meter persegi) ;

c. Depaftment Store lebih dari 400 M2 (empat ratus meter
persegll ;

Hgpermarket lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter
persegi);dan
Perkulakan lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi).

BAB V
PERIZI NAN

Bagian Kesatu
Pasal 9

Setiap orang atau badan yang mendirikan Toko swalayan
u,arjib memiliki iUTS,

IUTS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. IUTS Minimarket;
b IIJTS Sr-tpermarket:
c. iU'l'S Department Store;
cl. II.JTS Hl,perntarket : clan

d.

e.

(l)

(2)



(s)

(4)

c. lUTS Grosir/Perkulakan'

permohonan IUTS sebagimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kePada BPMPD'

Perst'r'rratan permohonan IUTS sebagaimana dimaksud ayat

ri]) terdiri dari :

d,

a.

f
l.

D'
h

merrgisi lormr-rlir permohonatl ;

foto Eopy KTP Direktur atau penagglrngja'1ab perusahaan ;

foto copy surat Persetujuan Prinsip dari Bupati bagi yang

dipe rsyaratkan;
hasil analisa sosial ekonomi masyarakat (kecuali

rrrinimarket);
iol.o coltv Sr-trat lzin Lokasi bagi yang dipersyaratkan;

l-oto copi' Surat lzin I-Jnclang-Undang Gangguan (HO) ;

loto copi' tzin Mcnclirikar-r [3arngunan (lMB);

tbtcr copy Aktai Per-rdirian d,anlatau perubahannya dan

pengesahannva bagi perusarhaan yang berbadan hukum

pcrsero€rlr terbatas atau l<operasl ;

i, rencana kemitraan dengan ltsaha mikro dan usaha kecil;

jrekomendasiAnalisisDampakLalgLintaskecuali
rninimarket yang tidak berjejaring bagi yang

clipersyaratkan;
k. mllampirkan loto copy SPPI, untuk mir-rimarket, UKL/UPL

unt.nk sLtpcrntau-ket dan ciepartment store, dan AMDAL

i-rntr-tl< h1'perm:trl<et, grosir/ perkuiakan; dan
l. 1un-r1arh outlct/gcrai yerllg climiliki (bagi toko Srvalavan yang

ber je.laring).

(5) Izin r-tsaha sebagaimana dimal<sud ayat (1) berlaku :

a, }-ranya untr-ik 1 (satu) lokasi ttsaha; dan
b. selama masift r-lclakukan kegiatan usaha pada iokasi

)'anfl sama.
(rr) IUTS birlaku sclarma perusahaan masih ail<tif melakukan

kegiatan usaha dan daiam rangka pengendalian dan
pcnga\,\rasarr $'ajib rnelerkltkan pendaftaran ulang setiap 5
(lima) Lahut-r sr:kali.

(7) pe rsr,,aratan permohonan derftar ulang IUI'S meliputi:
a. tnelermpirkarr foto cop)' I{TP penanggungjarvab yang

masih berlakur ,

b, melampirkan foto cop)' akta pendirian perusahaan
beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya
bagi yarrg berbadan hurkum ;

c. melampirkan IUTS asli ; dan
c1. Surat Pernyataan sanggup melaksanakan

memati-thi keter-rtuan yallg berlaku'
dan



Bagian Kedua
Kemitraan
Pasai 10

(2)

(3)

(4)

l\,t

(l)

(2)

(3)

( 1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/ gerai Toko

Swalayanyangdimilikidandikelolasendiripalingbanyak
150 {seratus lima puluh) or-rtlet/gerai'

DaiamhalpelakuusahatelahmemilikiTokoSwalayan
sebanyak f SO tseratus lima puluh) outlet/,gerai dan akan

melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut' maka

rvajib melal<ukan kemitraan'

Iiemitraan dapat dilakukan dengan pola perdagangan

LlmLlm clan / atalt u'aralaba'

Iiernitraran de ngatr pola perclagangan Llmum. sebagaimana

c]inraksucl cla]am ayat (3).dapat di]akr-lkan daiam bentuk :

ar. l<erjarsama Pemasaran;
b, pcnyecliaran lol<asi ttsaha; dan/atau
c. penvediaan Pasokan.

Iietentuan lebih lanjut mengenai kemitraan waralaba

diaLur clalam Peraturan BuPati'

Bagian Ketiga

Pendirian Toko Swalayan Berwaralaba

Pasal 1 1

Scriap pcndirian Tolco su,alnyatr berstatus waralaba wajib

memiliki $TPW.
permohonan STPW sebagaimana dimaksud ayat (1)

diajr-rkan }<epada Bupati c/q ke BPMPD'
permohonan STPW ierdiri dari Permohonan Baru STPW

Penerima Waralaba dan Permohonan Baru STPW

Penerima Waralaba Lanjutan'
(4)PersyaratanPermohonanBaruSTPWPenerimaWaralaba

sebagaimana climaksud avat (3) terdiri dari :

:i. me ngisi fornruilir pern'iohonan;
b. melampirkan ioto copy KTP pemiiik/penanggung jawab

perusaheian;
c. melamPirkan foto coPY SIUP;

d. melampirkan foto copy prospektus penawaran waralaba

dari pemberi lvaralaba;
c. melarnpirkan foto copy perjanjian waralaba;
f,melampirkar-rfotocopySTPWPemberiwaralaba;
g. melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan

danlatau akte peruba-han yang mendapat pengesahan

dari rnstansi berwenang;
h.melampirkanfotoCopyHakKekayaanlntelektual(HKI);
i. melampirkan ioto copy komposisi penggunaan tenaga

kerja; darr



I rnclarrplrkan foto copy komposisi barang/bahan baku

\Iang diwaralabakan'

(5) Persvaratan Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba

Lanjttt.an t"b;;;i;ana dimaksud ayat (3) terdiri dari :

a. mengisi formulir Permohonan;
b.melampi.f.untotocopyKTPpemilik/penanggungjawab

perusahaan;
c. melamPirkan foto coPY SIUP;

d, melampirkan foto copy prospektus penawaran waralaba

dari Pemberi waralaba;
c. melampirkan foto copv perjanjian waralaba;

f. melampirkan foto copy dfpW Pemberi waralaba

lanjutan;
g. melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan

c)an latau akte perubahan yang mendapat pengesahan

dari instansi berwenang;
h. melamp,.t.^''t foto copyltttt Kekayaan Intelektual (HKI);

i. melampttf.u" foto copy komposisi penggunaan tenaga

kerja; darn

j melarnpirkan foto copy komposisi barang/bahan baku

Yang diwaralabakan'

STPW bcrlaku selama perusahaan masih aktif melakukan

kegiatan usaha, dan clalam rarrrgka pcnge.ndalian dan

l)cnga\\Iilsan u'arjib melakr-rkan pendaftaran ulang setiap 5

(iima) tahun sekah.

Persyaratan Permohonan Daftar Ulang STPW terdiri dari :

a mer-rgisi formulir permohonan perpanjangan STPW;

b. meiampirkal foto copy KTP pemilik/penanggung jawab

(6)

(7)

perusahaan;
c. melamPirkan

(s1'Pw);
d. meiarnPirkan

mengalarni
disarnPail<at-t

e. melamPirkan
Negerr.

asli Surat 'l'anda Pendaftaran Waralaba

clokumcn-clokumen lair-rnya apabila

peruberhan data dari dol<umen yang

S llima; lahun sebelumnya; dan
Luporun Penggurraan Produk Daiam

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagiarr Kesatu

Iier,vajiban

Pasal 12

Penyelenggaraan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan

se bagai berikut :

ir. menjaga iklim usaha yang sehat 3"t1t-?Toko 
Swalayan

dengan pasar rakyat, UMKM' dan Koperast;



b. \,aktu bul<a minirnal pukul 1o.oo wlTA dan waktu tutup

rnaksimal purkr-rl 2'2'OO WITA, untuk hari besar

l<calgamaan,libr-rrnasionalatauharitertentulainnya
dapa[ menetapkan jam kerja melampaui pukul 22'OO

u,zil<l-tt sctempat atas seijin BPMPD;
(r. mettjetgar l<elancarern arr-ls lalr-r lintas;
c1. ,',',c,-,1'eii,',l.au farsiiitas yang rrenjamin Toko Swalayan

tetap bersih, sehat' elman dan tertib;
(,'. ri'a.jib trcn,r'cciial<atr i'Lreal llarkir paling sedikit seluas

l<r:br,ttuhan parkir 1 (satu) urnit kendaraan roda 4 (empat)

r,tntuk setiap 60 M2 (enam puluh meter persegi) luas

lerntai Penjualan;
f'. t'nenyedi:rl<an fasilitas untuk difabel;
g menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur

keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko

Srvalayan;
h. mentaati segala

berlakut;
ketentuan perundangan-undangan yang

i. wajib mencantumkan harga barang
c.libarca dan mudah dilihat;

secara jelas, mudah

j lva.jib menyediakan barang dagangan produksi dalam
' 

negeri paling sedikit 8oo/,' (clelapan puiuh per seratus)

aaiil3umtah dan jenis barang yang di perdagangkan;
k, u,aJib mcnyampaikan laporan kepada I(epala Dinas yang

membidangi perdagangan setiap semester'
Laporan semester I pada bulan Juli tahun yang

beisangkutan dan semester ke II buian Januari tahun
ircrikutny'a, beruP:i :

1 . l un-rlah gerai Yang dimilil<i ;

2. omset penjualan seluruh gerai;
3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;

dan
-1. jumlah 

l:""*" 
ker.la yang diserap;

Bagian Iiedua

Larangan

Parsal 1 3

Setiap penyelenggelra usahar'1'ol<o Si'valayan dilarang :

,i:\. Toko Sw,alayan clengan bentuk minimarket dilarang
rnenjual barang produk segar dalam benturk curah;

b. Toko su,alayan dengan bentuk minimarket yang

lokasinyer berada di sekitar pemurkiman penduduk,
tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit,
gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual
rninuman beralkohoi;

c. 'l'oko Sr,r'ala)ran dilarang memaksa produsen UMKM

r-ang akalt mentasatrkern produksinl,a di dalarn Toko

Su,alat,an untltk mengflllnal<an merk milik Toko

Ss'alzrvan pacln hasil proclurksi UMKM yang telah

merlilrki mr:rl< scndirr'



(l)

(2)

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 5, t'asal*9 uy't "11)' Pasal 1l ayat' (1) dan

p^ttf ti dikenakan sanksi administratif'

Sar-rl<si administratif sebagaimana dimaksud pada

^1,"f 
tr) cliberikan se.cara bertahap berupa:

a. peringatall tertLllls;
b. pembek,-ran ijin r'tsaha;dan

c. pencabutan ijin usaha'

Pernbekuan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada

"t"i tZf f,urui b diberikan apabila telah dilakukan

peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali

dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja'

Pe ncabutlar-r ijin usaha sebagaimana dimaksud pada

"u.i tzl trr:if c ciiberikan apabila pelaku usaha

tidak melakukan perbaikan seiama pembekuan ijin

usaha dengan jangka rvaktu paling iama 3 (tiga)

buian.

(3)

(-1)

BAB VIII

PEMBINAAN dAN PENGAWASAN

Pasal 15

( I ) Pembinaan clan pengawasan terhadap kegiatan

' pqnyelenggaraan iot<o Swalayan dilakukan oleh

binur perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Tabanan.

(2) Bupati clapat membentuk tim pembina dan

penga\,vas melibatkan instansi terkait'

(3) I(etentuan iebih lanjut me ngenai tata cara

ltembinaan clan pengawasan ditetapkan dengan

[)cr:rturan Br-rPatt.

BAB iX

I(ETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Penyiclik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah baeran JiUeri wewenang khusus untuk
melakukan penyidikan tindak pidana atas

pelanggaran terfraclap ketentuan-ketentuan dalam

Pcrzrt\lriln Daerillr ini'



('2\ Wer.r'enang penyidik sebagaimana dimaksr-rd ayat (1)

adalah :

a, menerimar' mencelrl, merlgumpurlkan dan meneliti

ke teratnS4nrl attau laporan berkcnaan dcngan

tindal< Pidana;
b. mcneliti, mencari clan mengllmpulkan

keteralrgatr mellgenai orar-rg pribadi atau badan

Le ntang kebenaran atau perbuatan yang

dilakul<an sehubungarl dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan barang bukti dari orang

pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
piclanzr;

ci, memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenr:.arr dengatl 'lindak Pidana ;

er. melal<r,tkalr penggeleclahan untuk mendapatkan
bat'ang bukti pcmbukr:an, pe ncatertan dan

clol<umen latn, sr:rta rnelakukan penyitaan
terhaciap barang bnkti tersebut;

f. nreminla bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g menyr,truh berhenti dan latau melarang
seseorang meninggaikan rLlangan atau tempat
parda saal pcmc'riksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau
dokurnen ,vang dibawa;

h. mernolret sescot'ang yang berkaitan dengan
tinc'lal<. pirlana;

r, Ilcmanggii orang ut-ttul< didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atar-r
k, melakr-rkan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai
ketentuan per Undang-Undangan,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimuiainya penyidikan dan
men)'ampaikan hasil penyidikannya kepada
penuu'rtttt umum melaluri penyidik Pejabat Polisi
Ne garu Republil< Ir-rdonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB X

I(ETtrNTUAN PIDANA

Pasal I 7

(i) Setiap orang -vang mclanggetr l<etentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 di pidana dengan pidana
l<urrur-rgar-r paling lama 3 (t.iga) bulan atau pidana
dencla palir-rg banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
nrpiah).



(1)

(2)

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran'

BAB XI
I(ETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

SIUP yang dimiliki oleh Toko Swalayan sebelum
Peraturan Daerah ini berlal<ut dipersamakan, dengan
IUTS bet'clas:.irl<an PeratLlrall Daerah inr.

Tclko Swalayan yang berdiri sebelum Peraturan Daerah
ini beriakur clapat melanjutkan usahanya sampai
dengan pendaftaran ulang SIUP sebagaimana
dimaksud ayat (1).

Pendaftaran ulang dapat dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dengan
memperhatikan status penguasaan tanah yang
dipergunarkan sebageri tempat berdirinya Toko
S'uvaiayan tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diurndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
pencmpat.mnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 16 Maret 2016

(3)

Diunclangl<an cii Tabanan
pada tanggal 16 Maret 2016

STI{RDTARIS DA II I{ABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRN IWANGSA

LEMBARAN DAERAH IGBUPA'IEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NORtrG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :

(1, I 1201b)

TABANA

WIRYASTUTINI PUTU



PENJELASAN

ATAS

PtrRATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENAI'AAN'i'OKO SWAI,AYAN

I TJMUM

Barhvi'a l<eberaderi.rrr Tokcl Sr.l,alayan berjejaring maupun yang tidak
berjejaring di Kabupaten Tabanan menyebabkan semakin terdesaknya
arktifitas p€rsLrr ral<\'at, toko eceran tradisional yar-rg diusahakan oleh
UMKM dan kooerasi.

sebagai dampak perkembangan Toko swalayan, para pedagang kecil
dan pasar ratk.val, semakin terl-rimpit. Padahal pasar rakyat adalah
merupakall aset cleterah .yatng menghidurpi ban,yak orang dan ratusan ribu
orang yang telilh menggantr_rngkarr hidurpnl,a pada pasar rakyat.

Atas Casar pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten
Tabanan melakukan upaya-upaya penataan terhadap pertumbuhan Toko
Srvalayan dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan
tentang Penataan Toko Swalayar-r Di Kabupaten Tabanan.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukr-rp.jclas.

Pasal 2
Clilcr-rp ,jclas.

Pasal 3
Cukrrp jelas.

Pasal 4
Cukr-rp.jclars,

Pasal 5
Cukup,jclas.

Pasal 6
Cukup jeias.



Pasal 7
CukuP jelas'

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas'

Pasal 10
A-vat (1)

CurkuP.ielas.
Ayat (2)

CukuP jelas'
Ayat (3)

A"vat (4)

Cr-rkuP jclas.
Avat (5)

CukuP jelars.

Pasal I I

Cukup jelas.

Pasal 12
Cr-rktrp jelas,

Pasal I 3
CukuP jelas.

Pasal l4
Cr,tl<up .jelas.

Pasal l5
Curl<uP jelas.

Pi.lsal i h
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kemitraan pola perdagangan

.,-.i- aclalah kernitraan/ ke rjasama yang tidak

nrcnggLlrtatl<:rn ciri l<1-rasi l-rark khustls yang dimiliki oleh

Tol<<i- Su'alayan yang diajak bekerja sama dan

tergantung clari jenis yang dikerjasamakan saja'

Misalnya :-ker.lasama pemasaran, kerjasama pemasokan

dar-r lain-lain'
yang dimaksud clengan kemitraan pola waralaba adalah

pola-kemitraan dimana yang diajak bermitra (dalam hal

i'i disebut pencrima u,arerlaba) harus menggunakan ciri
l<h:.rs r.rsahat yelr-1g climilil<i oleh pemberi waralaba (toko

su,alayan).
Misalnya : logo, l;entuk outlet, sistem/cara penjualan

atau semlla ciri/hak kl-tutsus lainnva yang
strciah menjacli hak paten yang dimiliki oleh
pemberi waralaba.



Pasal l7
Cr-rkurP jelas'

Pasal 1B

Curki:P jcias'

Pasal 19

Cul<urp jelas'

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN TABANAN NOMOR 1


